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Pesta Babi 

T 
ingginya popularitas 
film dokumenter Pesta 
Babi (selanjutnya di­

singkat PB) didukung seti­
daknya tiga faktor. Pertama 
dan utama, kualitas film itu 
bagus, setidaknya bagi kita 
yang awam soal sinema dan 
ten tang Papua. Bukan konten 
sensitif atau judul provokatif 
yang membuatnya populer. 
Sederet film lain bisa dibuat 
dengan konten lebill sensitif 
atau judul lebih provokatif 
tanpa jaminan akan sepopu­
ler PB. 

Kedua, metode non ton ba­
reng (nobru~ berhasil men­
jrulgkau penon ton di pelosok 
negeri. Faktor ini tidak berdiri 
sendiri. J ika kual itas filmnya 
jelek, nobru' macrull apa pun 
tidak akan memantik diskusi 
seru atau membuat filmnya 
populer. Sudah dua dekade 
atau lebih nobar fUm doku-

bagaimana wajah Indonesia hari i.nj seandainya kemer­
dekaan penuh RI diberikan gratis dan drunai oleh Belanda. 

Film PB populer bukan semata-mata karena berisi 
tandingan terhadap narasi res mi. Narasi tandingan tidak 
banyak berdrunpak seandainya narasi resmi selama ini 
bersemayrun hangat di hati rakyat. Sudah lanla keper­
cayaan publik kepada elite dan pada narasi resmi sangat 
rendah. Terj adi kelangkaan narasi tepercaya tentang ber­
bagai topik. Kelangkaan itu sesekali diisi narasi tandingan 
dari berbagai sumber. Film PB hanya sebutir contoh 
mutakhir. 

Tetapi, film PB tidak hanya menyrunpaikan informasi 
langka. F ilm ini membangkitkan suara nyaring yang sudah 
lruna dibungkrun penguasa di ruang publik. Mirip sejunllah 
kasus lain dari masa Ialu. 

Hingga paruh kedua abad ke-20, publik Belanda miskin 
informasi ten tang kolonialisme di Hindia Belanda. Mereka 
diguyur propaganda ten tang "niat baik" Belanda me­
nyejahterakan rakyat terj ajah di Indonesia. Menurut Gerda 
Hendriks, publik Belanda kaget ketika film The Excesses of 
Rawagedeh (1995, Alfred Edelstein) ditayangkan televisi. 
Mereka tak menduga tentara Belanda sangat kejrun ter­
hadap penduduk di Jawa hanlpir separuh abad sebe­
lumnya 

Krunpus tempat kerj a saya di Australia pernah me­
nerinla kunjungan rombongan mahasiswa Jepang. Saya 
ajak mereka menonton film Soekarno (2013, Hanung 
Brrunantyo) . Mereka terkejut berat. Menurut pengakuan 
mereka, barn sekali itu mereka menjumpai penggrunbaran 
brutal tentara J epang selruna pendudukan J epang di 
Indonesia (1942-1945). 

Sebagian besar penduduk RI miskin pengetahuan ten­
tang Timor Timur semasa dij ajah RI. Laporan media massa 
terbatas. Berita yang sedikit berpiliak pada Pemerintah RI. 
Setelah pembantaian di Santa Cruz (1991), majalah berita 
Jakarta-Jakarta membuat laporan tentangnya. Akibatnya, 
tiga editor majalah itu (Seno Gwnira Ajidarma, Usep 
Hermawan, dan Waskito Trisnoadi) diinterogasi militer, 
lalu dipecat dari jabatan mereka. 

Seperti nasib karya besar lain, film PB menghadapi 
aneka kritik dan serangan. Awalnya beberapa ahli tentang 
Papua, dekolonialisme, dan kajian film menulis kritik 
serius yang layak dipertimbangkan. Tapi, belakangan yang 
marak adalah krunpanye hitrun menyerang kredibilitas tim 
pembuat dan proses produksi PB. Ada tuduhan PB di­
sponsori piliak asing dan pembuatnya pengkhianat. Dulu, 
Belanda juga menuduh perjuangan kemerdekaan RI di­
sponsori Jepang. Australia yang mendukung kemerdekaan 
RI dituduh pengkhianat oleh Belanda 
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menter menjadi tradisi fUm 
illdie, trulpa ada gairah pub­
Iik sehebat PB. 

Ketiga, represi terhadap 
nobar PB. Ada nobru' yang 
dibataIkan kru'ena panitia­
nya diintimidasi. Ada yang 
dibubarkan paksa. Semua­
nya beljasa memprovokasi 
publik. Represi malah me­
ningkatkrul permintaan no­
bar hingga belasan ribu dan 
maraknya sekitar 150 kali 
penyebarrul tidak resmi fUm 
PB di You tube. Pru'adoks de­
mikian tidak unik. 

Dalam waWaJlcara awal ta­
hun 1990-an, Ramos Horta 
ditanya, bagaimrula pimpinan 

perjurulgan kemerdekaan Ti­
mor Timur (sekarang Timor 
Leste) membina semangat 
juang rakyat di sana. Jawab 
HOlta: "Krulli tidak perlu re­
pot. Hal itu SUdall dikeljakrul 
tentru'a RI dengrul tindak ke­
kerasan sehari-hari pada 
penduduk setempat selruna 
beltahun-talllm." 

Akibat agresi militer Be­
lrulda (1947-1949), meledak 
perlawanan revolusi kemer­
dekaan RI. Bahkan, sebagirul 
sekutu Belanda (AS dan Aus­
tralia) terdorong mendukwlg 
kemerdekarul RI. Entail 

(Bersambung ke him 15 kal 6-7) 

Seperti nasib karya besar lain, film PB menghadapi 
aneka kritik dan serangan. Awalnya beberapa aI1li tentang 
Papua, dekolonialisme, dan kajian film menulis kritik 
serius yang layak dipertimbangkan. Tapi, belakangan yang 
marak adalah kanlpanye hitanl menyerang kredibilitas tim 
pembuat dan proses produksi PB. Ada tuduhan PB di­
sponsori piliak asing dan pembuatnya pengkhianat. Dulu, 
Belanda juga menuduh perjuangan kemerdekaan RI di­
sponsori Jepang. Aust ralia yang mendukung kemerdekaan 
RI dituduh pengkhianat oleh Belanda. 

Kontroversi PB membuka peluang diskusi mencerah­
kan, misalnya ten tang kolonialisme, resistensi, repre­
sentasi, atau etika penelitian dan produksi film doku­
menter. Apakah istilah "kolonialisme" pada subjudul film 
PB tepat? Hukum internasional mengakui kedaulatan RI 
atas Papua. Tetapi, kolonialisme Belanda atas Indonesia 
sebelum Perang Dunia II juga dianggap sah oleh ma­
syarakat internasional. Benarkah ada yang "barn" jika 
Papua dianggap sebagai korban "kolonial isme barn"? Ber­
bagai kajian alkademik di fo rum internasional memakai 
konsep settler colonialism ("kolonialisme pemukim") da­
lam membahas Papua. 

Jwnat lalu, film PB diunggah di Youtube oleh tim 
pembuatnya. Mereka mengejar langkah para penyebar 
tidak resmi yang disebut "pembajak" dan dikecrun ber­
runai-rrunai oleh pembuat film PB dan pendukung be­
ratnya. Keberatan mereka atas pelanggaran hak cipta bisa 
dimaklunu. Tetapi, beberapa alasan lain di balik kecrunan 
itu bisa diperdebatkan. 

Awalnya, kesediaan mengadakan nobar dijadikan syarat 
bagi publik yang ingin menonton PB. Diliarapkan acara 
nobar menumbuhkan diskusi dan solidaritas komunal 
untuk Papua. Penyebaran di luar acara resmi dituduh 
merongrong nusi tersebut. Malah ada tuduhan lebili serius: 
konspirasi terorganisasi di balik "pembajakan" film PB 
sebagai siasat membungkrun diskusi. 

Agak naif dan berlebilian jika ada asumsi sinlpati kolektif 
dan diskusi tentang PB pasti terjadi lewat nobar resnu atau 
hanya bisa terjadi di situ. Tidak mustahil sinlpati meng­
gebu bagi Papua mendorong para pembajak PB. Pem­
bajakan komoditas biasanya didorong niat meraup profit 
finansial. Dalrun kasus PB, belwn jelas apa niat dan 
keuntungan penyebaran film PB yang gratisan itu. Banyak 
analisis tertulis di internet yang mendalrun dan kompleks 
tentang film PB. Paparan begitu sulit dituturkan lisan dan 
diikuti telinga di nobar. 

Sia-sia membubarkan nobar film PB atau krunpanye 
hitanl tentangnya Begitu juga usaha membatasi akses film 
PB lewat registrasi terpusat dan nobar resmi. Merdekalah 
PB! 


